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Setelah dilakukan pembahasan dan analisis, disimpulkan bahwa 
terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam 
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang 
yaitu: 
1. Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. 
sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan 
sepenuhnya diserahkan kapada hakim. 
2. Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah 
menjadi beberapa berkas (splitsing) dimana perkara tersebut memiliki cirri 
dan karakterristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan 
bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa 
dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat 
ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai 
ideologi atau pemikiran dan falsafah pemidanaan yang berbeda antara 






Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam upaya untuk 
mengatasi permasalahan terjadinya disparitas pidana adalah sebagai berikut: 
1. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan 
yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga dengan pedoman 
tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa 
keadilan bagi terdakwa. 
2. Selain adanya pedoman, kirannya juga dalam memeriksa dan memutus 
perkara tindak pidana korupsi penyertaan/turut serta, yang ciri dan 
karakterristiknya sama, mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti 
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